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WALIKOTA PADANG

Menimbang

Mengingat

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 2¢ TAtivn 210

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E8A

WALIKOTA PADANG,

. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efekfifitas, dan fransparansi,

persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pererintah, perlu dilaksanaken pengadaan barangfjasa melalui Unit Layanan
Pengadaan (ULP);

. bahwa unfuk menjamin kelencaran pelaksanaan pengadaan barangfjasa

(pelelangan) dilingkungan Pemerintah Kota Padang, perlu ditetapkan Peraturan
Wallkola Padang tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui
uJnit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Padang.

. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota

Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 20) ;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangen Negara {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-Undang Nemor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389) ;

undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421):

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran

MNegara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
sebagaimana tefah diubah bebarapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lsmbaran
Negara Nomor 4844)

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 fentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



Menetapkan :

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ientang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4843),

8. Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 1280 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerzh Tingkat || Padang (Lembaran Negara Tahun 1280 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164} ;

9, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Qtonom {Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah {Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578});

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah {Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan [embaran
Negara Nomor 4605) sebagaimana felah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 {Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4855) ;

12. Perafuran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 fentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Padang (L esmbaran Dasrah Tahun 2008 Namor 15);

15. Peraluran Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 fentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah {Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomer10);

16. Peraturan Daerah Kola Padang Nomor 01 Tzhun 2010 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran
Daerah Tahun 2010 Nomor (1),

17. Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/dasa secara Elekfronik dilingkungan Pemerintah Kota Padang
(Lembaran Daerah Tahun 20110 Nomor 21)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA MELALUI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA PADANG.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1.

Dagrah adalah Kola Padang

2. Pemerintah Kola adalah Pemerintah Kota Padang



10.

1.

Walikota adalah Walikota Padang

Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjuinya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
difingkungan Pemerintah Kota Padang.

Inspekiarai adalah Inspektarat Kota Padang.

Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disebut ULP, adalah satu unit yang terdiri dan pegawat-
pegawai yang telah memiliki serfifikat keahlian pengadaan barang/fasa pemerintah, yang dibentuk oleh
Walikota Padang yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barangfjasa di
lingkungan Pemernintah Kota Padang.

Pengguna Anggaran, selanjulnya disebut PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diber kuasa uniuk
melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Pembuat Komitmen, selanjuinya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk
melaksanakan pelaksanaan proses penggadaan barang/jasa.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjuinya disebut PPTK adalah pejabat yang diangkat oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan/kegiatan yang dibiayai dari
APBN maupun AFBD dan bertanggung jawab alas pelaksanaan administrasi pengadaan barang/jasa.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran aftau Kuasa Pengguna
Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa dengan sistem penunjukan langsung.

12. Pakta infegritas adalah surat pemyataan yang ditandatangani oleh PPK/Panitia Pengadaan/Unit Layanan

Pengadaan/Penyedia Barang/Jasa yang berisi krar unluk mencegah dan fidak melakukan korupsi, kolusi
dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barangfjasa.

13. Panilia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah paniiafpejabat yang ditetapkan oleh PAKPA yang

14.

15.

186.

LIS

18.

19.

21,

berlugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Aparal Pengawas intem Pemeninfah afau pengawas intern pada institusi fain yang sefanjutnya disebut
APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantavan dan
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisast.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usahta atau orang perseorangan yang menyediakan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa KonsultansiiJasa Lainnya,

Pakta Integritas zdalah surat pemyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan fidak melakukan kolusi,
kerupsi dan nepolisme dalam Pengadaan BarangfJasa.

Barang adalah seliap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun Bdak bergerak,
yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang barhubungan dengan ﬁe.'aksanaan konstruksi
bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Jasa Konsutansi adalah jasa layanan profesional yang membutubkan keahlian fertentu diberbagai
bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware}.

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan
{skillware) dalam suatu sistem fata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan
suatu pekerjaan atau segala pekerjaan danfatau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan
Pekerfaan Konstnuksi dan pengadaan Barang.

Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan
serta bakat individu unluk menciplakan kessjahleraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan
pemanfaatan daya kreasi dan daya cipla.



22, Serfifikat Keahlian Pengadaan Barangflasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemenntah atas
kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.

23. Swakelola adalah Pengadaan Barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan danfatau
diawasi sendiri oleh PA/KPA sebagai penanggung jawab anggaran.

24. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat
informasi dan ketentuan yang harus ditaati aleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

25. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kenfrak adalah perjanjian leriulis antara PPK
dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swaksiola.

26. Pelelangan Umum adalah metede pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konslruksi/Jasa Lainnya untuk
semua pekerjaan yang dapat ditkuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan KonstruksilJasa Lainnya
yang mementhi syarat.

27. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan
Konsfruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu meleksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan

yang kompleks.

28. Pelelangan Sederhana zdalah melode pemilihan Penyedia BarangfJasa Lainnya unltuk pekerjaan yang
bemilai paling tinggi Rp200.000.C00,00 {dua ratus juta rupiah).

29. Pemilihan Langsung adalah metode pemilitan Penyedia Pekeriaan Konstuksi untuk pekerjaan yang
bemilai paling tinggi Rp200.000.000,00 {dua ratus juta rupiah).

A0. Seleksi Umum adalah melode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk peketjaan yang dapat dikut
oleh semua Penyedia Jasa Konsuliansi yang memenuhi syarat.

31. Seleksi Sederhana adalah mefode pemilihan Penyedia Jasa Konsuitansi unfuk Jasa Konsultansi yang
bemilai paling tingai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

32. Sayembara adalah metode pemiiinan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreafifitas
dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Safuean.

33. Kontes adalah melode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda lertenty yang
lidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga
Satuan.

34. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/lasa dengan cara menunjuk langsung
1 {satu) Penyedia Barang/Jasa.

35. Pengadaan Langsung adalzh Pengadaan Barang/Jasa fangsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa
melalu Pelelangan/SeleksiPenunjukan Langsung.

36. Usaha Mikro adalah usaha produklif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi
kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah.

37. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan
atau badan usaha yang bukan mempakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dirnlitd, dikuasal atau menjadi bagian baik langsurg maupun tidak langsung dan usaha menengah atau
usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud datam undang-undang yang
mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

38. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan terfulis yang bersifat mudah dicairkan
dan ftidak bersyarat ({uncondifional), yang dikeluatkan oleh Bank UmumiPerusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untui
menjamin lerpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.



39. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknalogi tinggi, mempunyai risiko tinggi,
menggunakan peralatan yang didesain khusus danfalau pekerjaan yang bemilai diatas
Rp100.000.000.000,00 {(seralus miliar rupiah).

40. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan
dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elekironik sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

41, Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja Pemerintah
Kota Padang yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara
elektronik.

42. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat
dikuli oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elekironik
dengan cara menyampaikan 1 {satu) kali penawaran dalam wakiu yang telah ditentukan.

43. Katalog elekironik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat dafiar, jenis,
spesifikasi teknis dan harga barang tertentu darni berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

44. E-Purchasing adalah lata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

45. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang system informasi elektronik yang terkait dengan
informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

BAB i

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud Pedomen Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa melalui Unit Layanan Pengadaan {ULP)
dilingkungan Pemerintah Kota Padang adatah sebagai Pedoman dan Acuan dalam pelaksanaan
pengadaan barangfiasa yang dilaksanakan aoleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dilingkungan
Pemerintah Kota Padang.

(2) Tujuan adanya Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)
dilingkungan Pemerintah Kota Padang ini adalah agar proses Pengadaan BaranglJasa Pemerintah
menjadi lebih terpadu, efektf dan efisein dan terpusat dan memudahkan dalam melakukan evaluasi.

BAB lli
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)
dilingkungan Pemerintzh Kola Padang ini adalah pengadaan barangfjasa dilingkungan Pemerintah Kot
Padang yang dilakukan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) khususnya Pengadaan Barang yang
bersumber dari dana APBN/APBD yang dilaksanakan melalut pelelangan/seleksi.



BAB IV
ETIKA PENGADAAN BARANGIJASA
Pasal 4

(1} PA, KPA, PPK/PPTK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barangflasa, ULP dan pihak-pihak yang terkait
dalam pengadaan barangfjasa haus mematuhi etika sebagaimana diatur dalam Peraturan Keputusan
Presiden Nomer 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(2) Di samping mematuhi efika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA, KPA, PPK/PPTK, Panitia
Pengadaan, Penyedia BarangiJasa, ULP Kota Padang dan pihak-pinak yang terkait dalam pengadaan
barang/jasa wajib :

a.

melaksanakan tugas secara fertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapal sasaran,
kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

bekera secara profesional dan mandif, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa yang menuruf sifainya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan
datam Pengadaan BaranglJasa;

tidak saling mempengarvhi balk fangsung mavpun tidak langsung yang berakibal terjadinya
persaingan tidak sshat;

menefima dan bertanggung jawab alas segala kepulusan yang ditelapkan sesuai dengan
kesepakatan tertulis para pihak;

menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang lerkait, baik
secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/dasa,

menghindari dan mencegah ferjadinya pemborosan dan kebocoran keuvangan negara dalam
Pengadaan BarangfJasa;

menghindan dan mencegah penyalahgunaan wewenang danfatau kolusi dengan fujuan uniuk
keuntungan pribadi,golongan atau pihak lain yang secara langsung atau fidak langsung merugikan
negara; dan

tidak menenma, tidak menawarkan atau fidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,
imbalan, komisi, rabiat dan berupa apa saja dar atau kepada siapapun yang diketahui atau patut
diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB Y
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI ULP

Bagian Pertama
Pengguna Anggaran {PA)iKuasa Pengguna Anggaran (KPA}
Pasal 5

{1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
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menetapkan Rencana Umum Pengadaan;

mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website WLD/,
menetapkan PPK;

menetapkan Pgjabat Pengadaan;

menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

menetapkan:



1. pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk pakel Pengadaan
Barang/Pekerjaan KonsiruksifJasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus

miliar ruprah); atau
2. pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.600.000.000,00 (sepuluh miliar nupiah).

g. mengawasi pelaksanaan anggaran,
h. menyampaikan laporan ksuangan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal ferjadi perbedaan
perdapat; dan

j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Selain fugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal dipedukan, PA
dapat:
a. menetapkan tim teknis; danfatau
b. menetapkan fim juriftim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melali Sayembarafontes.

Bagian Kedua
Pejabat Pembuat Komibnen {PPK)
Pasal 6

(1) PPK mempunyai tugas dan tanggung jawab :
a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang melipui:
1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
2. Harga Perkiraan Sendini (HPS); dan
3. Rancangan Konlrak.
menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia BarangiJasa;
menandatangani Kontrak;
melaksanakan Konirak dengan Penyedia Barang/Jasa,
mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA,

menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/asa kepada PA/KPA dengan Berta Acara
Penyerahan;

h. melaporkan kemajuan pekeriaan temmasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan
pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
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(2) Salain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperiukan, PPK
dapat.

a. mengusulkan kepada PA/KPA:
1. perubahan paket pekerjaan; danfatau



2. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
b. menetapkan tim pendukung;

¢. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis {aanwijzer} unfuk membantu pelaksanaan
tugas ULP; dan

d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Bagan Ketipa
tLp
Pasal 7

(1) ULP Kota Padang terdivi dari Kepala, Pokja-pokja, Sekretariat dan Staf Pendukung/Aanwizer,
(2) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Waitkota Padang.

Pasal 8

ULF Kota Padang dibentuk dengan tujuan
a. Membuat proses pengadaan barangfjasa pemerintah lebib terpadu, efektif dan efisien.

b. Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak bagi penyedia barangfjasa agar fercipta persaingan
usaha yang sehat.

¢. Menjamin proses pengadaan baranpfjasa pemenntah yang ditekukan oleh aparatur yang professional.

Pasal 3

(1} Ruang lingkup pelaksanaan tugas ULP melipuli penyelenggaraan pengadaan baramgljasa pemenntah
yang dilaksanakan aleh penyedia melalui proses pelelangan/seleksi.

(2) Pelaksanaan barangfjasa yang dilakukan oleh ULP adalah Pemilihan Barang/Jasa melipub Barang, Jasa
Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa lainnya.

(3} Pengadaan barangfjasa diluar ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD masing-masing sesuai dengan ketentuan yang beilaku.

Pasal 10

(1) Pemilihan Penyedia Barang/fasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja.

(2) Keanggotaan ULP waiib ditetapkan untuk :

a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000,00 (seratus
juta rupiahy);

b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 {lima puluh juta rupiah).

(3) Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapal ditambah
sestai dengan kompieksitas pekerjaan.



Paragraf 1
Perangkat Organisasi ULP
Pasal 11

(1) ULP Kota Padang yang bersifat Non Strukiural ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, yang sekurang-
kurangnya terdin atas :

a. Kepaia
b. Pokja-pokja pengadaan terdin dari atas :
1. Pokjal

2. Polgalil

3. Pokjalli

4. PokjalV

5. PokjaV

6. PokjaVi

¢. Sekretanat

d. Staf Pendukung (Aanwijzer)

(2) Struktur Organisasi ULP sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran | Peraturan Walkota
ini.

(3) Susunan anggota ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjuinya dilefapkan dengan Kepufusan
Walikota.

Paragraf 2
Tugas Perangkat Organisasi
Pasal 12

Kepala ULP Kota Padang mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan
pengadaan barangfasa yang dilaksanakan SKPD-SKFD dilingkungan Pemenntah Kota Padanyg.

Pasal 13

Tugas dan kewenangan ULP mefiputi .
a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
¢. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
d

. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa di website K/L/D/l masing-masing dan papan
pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalem Portal
Pengadaan Nasional,

e, menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
. melakukan evaluast adminisirasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
g. khusus untuk ULP:

1) menjawab sanggahan;

2) menetapkan Penyedia BarangfJdasa untuk:



a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kenstruksi/
Jasa Lainnya yang bemilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seralus miliar rupiah); atau
b} Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilat
paling tinggi Rp10.000.000.800,00 (sepuluhmiliar rupiah);
3) menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPI;
4} menyimpan dokumen ashi pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

h. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala
Daerah/Pimpinan Inshitusi; dan

. memberikan pertanggungiawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KFA.

Pasal 14

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan adminsirasi baik proses pengadaan barangfasa maupun
administrasi yang berhubungan keordinasi dengan SKPD [ain sesuai dengan fugas dan kewenangan ULP.

Pasal 15

Staf Pendukung (Kelompok Tim Ahfl) mempunyai tugas membantu Kelompok Kerja [Pokja) dalam
memberikan penjelasan baik dari segi peraturan perundang-undangan ataupun dari spesifikasi teknis
pengadaan barangfjasa yang akan dilaksanakan.

BAB VI
MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI ULP
Pasal 16

(1) PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada SKPD masing-
masing.

(2) Rencana Umum Pengadaan BarangiJasa sebagaimana dimaksud pada ayat {1) melipui:
a. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh dana APBN/APBD);

b. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar
KementrianfllLembaga/DaerahfInstitusi  secara pembiayaan bersama {co-financing), sepanjang
diperdukan.

(3) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegtatan - kegiatan sebagai berikut:

a, mengindentifikasi kebuluhan Barang/Jasa yang diperiukan SKPD;

b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran unfuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat {2);

¢. menetapkan kebijakan umum tentang:

1. pemakelan pekenaan;

2. cara Pengadaan Barang/Jasa; dan

3. pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa,
d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
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(4} KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat:
. Uralan kegiatan yang akan dilaksanakan;

a
b. waktu pelaksanaan yang diperukan,

¢. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
d

. besamya total perkiraan biaya pekerjaan.

Pasal 17

(1) Penyusunan Rencana Umwum Pengadaan Barangllasa pada SKPD-SKPD umtuk Tahun Anggarem
berikutnya atau Tahun Anggaran yang akan datang, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang
berjalan.

(2) Pemerintah Kota Padang menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barangllasa yang
dibiayai dari APBN/APBD, yang meliputi :

a. honorarium personil crganisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk im Yeknis, im pendukung dan staf
proyek;

b. biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa fermasuk biaya pengumuman ulang;

¢. Dbiaya penggandaan Dokuren Pengadaan Barang/Jasa; dan

d. biaya lainnya yang diperiukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan BarangiJasa.

(3) Pemerintah Kota Padang menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang
pengadaannya akan difakukan pada Tahun Anggaran berikuinya.

Pasal 18

{1} Dalam pelaksanaan pengadaan barangfasa melalui ULP SKPD-SKPD dilingkungan Pemerintah Kota
Padang PA/KPA mengirimkan rencana paket pengadaan barangfjasa yang disertal dengan :

a. Rencana pengadaan barangfjasa {Daftar rencana pengadaan SKPD).
b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh PPK dan disetujui oleh PA/KPA.

¢. Dokumen Perencanaan.{Spesifikasi teknis)

(2) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan pelelangan/seleksi yang dilaksanakan oleh ULF sesuai dengan
Pedoman Pengadaan Barang/lasa yang tercantum dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 1l Peraturan Walikota ink.

Pasal 19

ULP akan mengumuman paketpaket pengadasn barangfiasa melalui melali Metode Pelelangan
Umum/Seleksi Umum diumumkan sekurang-kurangnya di website Pemerintah Kota Padang, dan papan
pengumuman resmi unluk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehirgga masyarakat
luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
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Pasal 20

(1) ULP dalam melaksanakan tugas pengadaan barang/jase diingkungan Pemerintah Kota Padang
membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Walikota Padang.

(2) ULP dalam melaksanakan tugas pengadaan barangfjasa dilingkungan Pemerintah Kota Padang
memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pendaan barangfjasa kepada Pengguna

Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

BAB VII
PEMBIAYAAN/OPERASIONAL ULP
Pasal 21

Pembiayaan/operasional ULP Kota Padang bersumber dari APBD Kota Padang atau sumber lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB Vil
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

Disamping melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinteh, maka PA, KPA,
PPK/PPTK/ULP/Pejabat Pengadaan dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa elekironik secara

bertahap.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulgi berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahu,
memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Pesgmber 3et0

FAUZI'BAHAR

Diundangkan di Padang

Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

EMZALMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN NOMOR ....

.



LAMPIRAN | PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 22 Thttun 2ol
TANGGAL 21 Peien B 101G

STRUKTUR ORGANISASI ULP KOTA PADANG

Kepala Daerah

( Pokja 1

Pokja Il

Sekretanat
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LAMPIRAN || PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 3A TAHUN 2200
TANGGAL 2! DecemBen 12|

MEKANISME PELELANGAN/SELEKSI PADA ULP KOTA PADANG

PA/KPA
I. Swrat Pengantar

Staf
2. Rencana Pengadaan Kepala LJLP “ Pendukung }

3. Harga Perkiraan

-~

Sendiri (HPS)

Pokja V

Pokja 111 J
l Pokja IV | [ PokjaVI

I Sekretarat l [ Sekretariat } [ Sekretariat ]

. —

Pokja 1I

Keterangan :

1. PAJ/KPA mengirimkan daftar kegiatan yang akan diproses oleh ULP,

2. Kepala ULP meneiliti kelengkapan dari persyaratan (Lengkap diproses).

3. Persyaraten yang tidak lengkap disampaikan oleh PA/KPA dikirimkan kembali oleh ULP untuk
dilengkapi.

4. Persyaralan yang sudah lengkap dikirimkan oleh PA/KPA oleh kepala ULP diteruskan ke Pokja-
Pokja sesuai dengan kegizatan yang akan diproses.

5. Pokja-pokja mengirimkan kepada LPSE sebagian kegiatan yang dilelang melalui elekironik
dilengkapi dokumen pendukung.
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